
 



 

 

KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-

Nya, sehingga Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat menyusun Rencana 

Kerja (Renja)  Tahun 2025.  

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan  yang memuat kebijakan, 

program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 

Rencana kerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.  

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan rencana 

kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 dengan baik, namun 

karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja ini 

masih banyak kekurangan. 

Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima 

dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga 

rencana kerja  ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk 

perbaikan berkelanjutan bagi Inspektorat Daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Barat. 

 

Mamuju,    Mei 2024 
Kepala Inspektorat Daerah 

 
 
 
 

Drs. H.M. Natsir MM 
NIP: 19661231 198603 1 116 
Pangkat: Pembina Utama Madya 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  
 

Rencana Kerja  (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) Tahun yang memuat program, 

kegiatan, lolasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan 

pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah. 

Penyusunananya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

 

Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja 

selama periode 1 (satu) Tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan 

perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang 

sifatnya lebih operasinal .  

Selain itu, penyusunan Renja Kerja (Renja) perangkat daerah juga 

ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 15 Ayat (1)  yang 

mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangat 

Daerah dan Renja Perangkat Daerah.  

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi 

Barat Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, penyusunan Renja ini dikerjakan 

secara simultan dan paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2025.    

1.2 Landasan Hukum 
 

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Inspektorat 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
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yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  

Pembangunan;  

4. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi  

Sulawesi Barat; 

5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan  

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025; 

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi  

Penyelenggaraan Pemerintahan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan  Daerah; 

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik; 

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah;  
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17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah 

Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

tahun 2005 – 2025; 

20. Peraturan Gubernur Nomor  9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 ; 

21. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor  24  Tahun 2022 tentang 

Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan  
 

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2025 disusun untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2025 dengan 

mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan penyusunan Renja 

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :   

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) ke dalam rencana operasional 

tahunan 

2. Menjadi pedoman bagi aparatur internal dalam menyusun Rencana Kerja 

dan Anggaran Tahun 2025 serta  

3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Inspektorat 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat   

1.4 Sistematika Penulisan  
 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen 
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Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan 

sistematika sebagai berikut :  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada BAB ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Rencaja Kerja 

Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja dan dengan RKPO dan 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta Proses 

Penyusunan Renja  

BAB II :  HASIL EVALUASI  RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebgaimana tabel evaluasi 

terhadap hasil rencana kerja perangkat daerah. 

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat 

Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 

sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat 

Daerah 

BAB III:  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  

Pada Bab ini dijabarkan penelahaan arah keijakan dan prioritas 

pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi 

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, perumusan tujuan dan 

sasaran didasarkan atas rumusan isu isu penting penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang 

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat, serta program dan kegiatan.   

BAB IV :  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Bab ini memuat  program kerja dan kegiatan, output kegiatan,target 

kinerja, pagu indikatif serta rencana pendanaan tahun berikutnya  

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup 

semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan 

dianggarkan. 

 BAB V :  PENUTUP  

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas capaian penting yang 

perlu mendapat perhatian, kaidahkaidah pelaksanaan, dan rencana 

tindak lanjut.  
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BAB II 
HASIL EVALUASI  RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 

 
2.1 Evaluasi Sasaran Perangkat Daerah Rencana Kerja Tahun 2024  
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2.2 Realisasi Anggaran  
 

Pada Tahun Anggaran  2024, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 16.982.918.664,- utntuk 

memenuhi kebutuhan anggaran pada  3 Program  yakni Program Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp.13.679.617.688,-  Program 

Penyelenggaraan Pengawasann sebesar Rp. 2.022.354.440 dan Program 

Perumusan Kebijakan , Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp. 

1.280.946.536. Sampai 31 Desember 2024, realisasi anggaran yang dicapai 

sebesar 16.885.737.414 atau 99,43 %. 
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2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah  
 

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat  melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya yaitu membantu Gubernur membina dan mengawasi 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan 

tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah .  

Pada dasarnya Inspektorat merupakan Perangkat Daerah yang 

bertugas melaksanakan pengawasan dengan menjalankan fungsi penjaminan 

mutu (quality assurance) dan konsultasi (consulting), sehingga secara tugas 

pokok dan fungsi tidak melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat 

secara penuh. Adapun pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat   merupakan pelayanan yang bersifat 

konsultatif/consulting kepada Perangkat Daerah lain.  

Namun demikian, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat  terus 

melakukan Inovasi di bidang pengawasan dengan mengembangkan sarana 

pengaduan untuk masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan terutama 

atas pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan  yang berindikasi Tindak 

Pidana Korupsi melalui Aplikasi Whistleblowing System (WBS).   

Berdasarkan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, 

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat  melaksanakan Urusan 

Pengawasan Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada 

indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi 

Sulawesi Barat  2023- 2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanannya 

didasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen 

tersebut.  

Selain itu, pelayanan Inspektorat berupa sarana pengaduan masyarakat atas 

penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2024 melalui Whistleblowing 

System telah menerima sejumlah 7 Pengaduan Masyarakat yang dapat 

digambarkan sebagai berikut :  
 

No 
 

Jenis Pengaduan Jumlah 
Pengaduan 

 

Selesai 
 

Proses 
 

Keterangan 

 

1 
Pelanggaran/ Dugaan Pelanggaran 
Bidang Kepegawaian 

 

1 
 

1 
 

0 Telah direkomendasikan ke pihak terkait 
(BKD) untuk pemberian sanksi disiplin 

 
 
2 

Dugaan Pelanggaran Tindak 
Pidana Khusus (korupsi, gratifikasi, 
suap, pencucian uang, dan 
sejenisnya) 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
0 

3 pengaduan ditindaklanjuti oleh Bagian 
TLHP Inspektorat untuk penyelesaian 
temuan, 1 pengaduan tindaklanjutnya 
diserahkan ke pihak berwenang/ instansi 
terkait, 1 pengaduan lainnya dilimpahkan 
ke pihak terkait 

 
 

Pelanggaran Peraturan dan 
Ketentuan lain yang berlaku di 

 
1 

 
1 

 
0 

Diselesaikan dengan mediasi antara 
pelapor dengan terlapor 
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3 Lingkungan Pemprov Sulawesi 
Barat 

 
Dari tabel diatas diketahui bahwa seluruh pengaduan masyarakat yang 

telah disampaikan melalui saluran pengaduan WBS telah diverifikasi dan di 

Tindak Lanjuti seluruhnya.  

 
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah 
 

1. Masih adanya Aparat Sipil Negara (ASN) yang menghadapi permasalahan 

hukum (tindak pidana korupsi);  

2. Kurangnya respon entitas (OPD) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil 

pengawasan;  

3. Belum maksimalnya pelaksanaan MoU pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan antara APIP dan APH;  

4. Belum terpenuhinya Ketersediaan Anggaran sesuai Mandatory akibat 

keterbatasan sumber daya finansial dalam operasionalisasi kelembagaan 
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BAB III 
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

Program pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan 

program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran 

program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam 

rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.  

Setiap kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini diharapkan dapat 

menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat.  

Selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi 

Sulawesi Barat  berserta tujuan, sasaran dan indikatornya tertuang dalam Rencana 

Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023 – 2026 yang 

dijabarkan melalui target tahunan pada dokumen Renja. Inspektorat berdasarkan 

Rencana Strategisnya telah menetapkan Tujuan dan Sasaran yakni : 

Tujuan :   

1. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas 

2. Meningkatnya kapasitas pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme 

Sasaran :  

1. Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas. 

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan. 

 

Berikut gambaran capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat sesuai capaian  Rencana Strategis yang telah dtetapakan  

pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan proyeksi capaian tahun berikut hingga 

akhir periode Renstra : 

 

TUJUAN/SASARAN  INDIKATOR  
TARGET RENSTRA  CAPAIAN  PROYEKSI  

2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 

Tujuan :                    

1 

Meningkatnya 
kompetensi sumber 
daya aparatur 
pengawas 

Tenaga Fungsional 
Pengawas 
Tersertifikasi  

9 7 6 8 17 9 6 8 
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2 

Meningkatnya 
kapasitas 
pemerintahan yang 
bersih dan bebas 
korupsi, kolusi dan 
nepotisme 

Tingkat Penyelesaian 
kasus Pengaduan 
Masyarakat 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sasaran :                    

1 

Meningkatnya 
Kapabilitas 
Fungsional 
Pengawas 

Sertifikasi Tenaga 
Fungsional  

9 7 6 8 17 9 6 8 

2 

Meningkatnya 
kinerja 
penyelenggaraan 
pemerintahan 

Persentase Tingkat 
Penyelesaian kasus 
Pengaduan 
Masyarakat  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

    

Persentase temuan 
BPK yang 
ditindaklanjuti  

80% 80% 80% 80% 70% 74% 75% 78% 

    
Tingkat Kapabilitas 
APIP 

Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 

    Nilai Maturitas SPIP Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 

    

Tingkat Capaian 
Monitoring Control 
Prevention (MCP) 
Korsupgah KPK 

78 79 80 81 75 77 80 81 

    

Opini BPK atas 
penyajian laporan 
keuangan Pemda   

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

    
Predikat SAKIP 
Provinsi 

B B B B B A A A 

    RB Provinsi B B B B B - B B 

    Pelayanan Publik 
HIJAU 

(B)   
HIJAU 

(B)   
HIJAU 

(B)   
HIJAU 

(B)   
KUNING  

HIJAU 
(A) 

HIJAU 
(A) 

HIJAU 
(A) 

    
Tingkat Kepatuhan 
LHKPN 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui adanya beberapa target target yang 

belum di capai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yakni Tindak Lanjut 

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditargetkan mencapai 80%, akan tetapi 

sampai akhir periode rencana kerja hanya dapat dicapai 74%. 
 

Begitu pula atas Target capaian Nilai Monitoring Centre For Prevention (MCP) 

KPK RI yang ditargetkan 79 Poin, tetapi pada akhir periode rencana kerja hanya dapat 

dicapai 77 Point.  
 

Pada Tahun 2024, capaian target Tujuan dan Sasaran secara umum telah 

dicapai secara maksimal, bahkan beberapa terdapat beberapa target yang 

capaiannya melebihi rencana target yang telah ditetapkan yakni sertifikasi tenaga 

fungsional Auditor dan PPUPD, dari target 6 Orang pada akhir periode Renja 2024 

realisasi capaiannya mencapai 9 Orang, target nilai SAKIB  dan RB Provinsi serta 

SAKIP  OPD juga capaiannya malampui target yang telah ditetapkan. 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
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BAB V 
PENUTUP  

 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 masih 

dimungkinkan mengalami perubahan dikarenakan masih akan melalui proses desk 

Rencana Kerja dan evaluasi Gubernur yang merupakan bagian dari rangkaian 

perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas.  

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih 

bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga 

mengacu pada RKPD sebagai jabaran RPJMD, disesuaikan dengan Rencana 

Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 - 2026.  

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat Tahun 2025, yang akan memuat indikator maupun penjabaran pagu anggaran 

yang lebih rinci.  

Demikian Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun agar bermanfaat bagi pihak-

pihak terkait.  

 
Mamuju,     Juli 2024 
Kepala Inspektorat Daerah 

 
 
 
 

Drs. H.M. Natsir MM 
NIP: 19661231 198603 1 116 
Pangkat: Pembina Utama Madya 
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